BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS U“‘ARA

NOMOR 9l TAHUN 2017

TENTANG

NGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SUPATI MUST RAWAS UTARA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Perammn
Pemerintah Neomor 60 Tahun 2008 tentang  Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan

|8
Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Qau as Utara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- -Undang dasar Negam Repvbhk

indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 ""E‘ahun 2004 tentang
Perbendaharasn Negara (Lembaran Negara Repﬁ%ﬁik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Pro@ingi
umatera Selatan (Lembaran Negara Republik Endonﬂsza

Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

vnadang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang

Pemerintahan Daeral {Lembaran Negara Rep&bis'k

reraturan Bupafi Musi Rawas Utara tentang P I‘GH}EL@H§§&&@H
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang pe‘mbahan Ke(:'iué
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indﬁnéﬁiéﬁ
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

¥ s Bl 1 Y &
Republik Indonesia Nomor 5679);

8

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
, |

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

"

eraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

lomor 4614 };

o

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tenﬂicang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara

1

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambdhan

]

ey Trymy 9o NP
embaran Negar

Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nemm‘ 3
Tahun 2014 tentang Pokok- -pokok Pengelolaan Keuaﬁgan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Dam”ah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

:
RATURAN  BUPATI AUST RAWAS UTARA TENTANG

NYELENGCGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA. I

AT




terus-menerus oleh pimpinan dan Qemmh
cgawal untuk memberikan keyvakinan memadal atas tercapainya mmzm

sarizasi melalut kegiatan vang efisien dan efektif, keandalan pelap@ran

~ T

sangan., pengamanan aset daerah dan ketaatan ter’yzauap peraturcm

ndangan;

-nzavasan ntern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
!
n=nfavan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadal

%

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur vang telah

] ktif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewuiudkan tata kepemerintahan yvang baik; ‘
Pemerintah Kahupaten Musi Rawas Utara adalah Bupati dan perangkat db.erah

szar unsur penyelenggara pemerintahan daerah; } |

upati Musi Rawas Utar

rangkat Daerah adalah Perangka*‘: Daerah di Lingkungan Pemerintah

ang bertanggungjawab langsung képada

sy

roses 1dentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti Vang

Tt untuk menidlal kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, oﬁssen
T e oK = B 2 & 1

an keandgaian informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerin}tah;

1 ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan

t telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

i

satan dengan standar, renicana atau norma vang telah dltetaokan dar

o

enentukan faktor-faktor vang mempengaruhi keberhasilan atau keg&ga}ur

giatan galam mencapal tujuan;




fe—:na  sosialisasi mengenal  pengawasan, pendidikan dan pclatman
vzsan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hastl pengawaadﬂ

4 — V""f""‘\f‘?

i2m pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 2

upati  bertanggungiawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan
cemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penvelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

-ngan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Pengendalian Intern  Pemerintah dan  peraturan

dimaksud pada avat (2} bertujuan untuk memberikan
wevakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

soas pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, keandalan pelaporan

ceyangan, p

rengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraﬁtm‘an

perundang-undangan.

BAB il
PEMNYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Schuruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Pernerintah Kabupaten
*usi Rawas Utara wajib menerapkan SPIP sebagimana dimaksud dalam pé.sal
2 ayat {2) dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

vang meliputi unsur :

T dxp5teta ST o TP, 0 1
Lingkungan Pengendalian;
et dalis s
genaanan,
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Informasi dan Komunikasi; dan

= Damanrnfoiiaon aminll T

e. Pemantzauvan Pengendalian Intern

aimana dimaksud pada ayat (1) mengact pada

o'fq

itah Nemor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

pada ayat {

3

ndakan nelaks



Pasal 4

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawa&»

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utau’a.‘

velenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
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kan Petunjuk Pelaksanaan Penvelenggaragn SPIP vang disusun sesuai

ngka percepatan pengawasan dan penge*nbmgaq SPIP di hnbhunﬁan

rintah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dibentuk Satuan "\ugas.SP‘[P

ah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1

nentukan susunan dan tu gas pokok satuan tugas tugas ebaglmana yang

ada ayvat (1) dikcordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PE NYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

rangkat  daerah ertanggungjawab  atas efektifitas

nggaraan SPIP di lingkun gan masing-masing.

memperoleh  pengendalian yang efektif atas SPIP sebagaimana

naksud ayvat (1) dilakukan melalui pengawasan intern atas pemrelenggc raan

funigsi perangkat daerah dan akuntabilitas keuangannya.

Pasal 7
na dimaksud dalam pasal 6 ayat (2} dilakukan

Musi Rawas Utara sebagai aparat pengawasan




STAWASAT AfJLi‘iAL]\/‘{J

Pasal 8

s Utara melakukan pengawasan terhadap

spektorat Kabupaten Musi Rawas
1 kegiaten penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pera:ngkat

h yvang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ipaten Musi Rawsas Utara

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 ‘

laku pada tanggal diundangkan.

merintahkan pern gundangan Peraturan B&p&h

g fi £ m 1] : Ty
-ngan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
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